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Penelitian yang dilakukan adalah tentang Penyidikan Kasus Lumpur Lapindo Oleh Penyidik Direktorat
Reskrim Polda Jatim. Tujuan penelitian ini adalah penulisingin mengevaluasi dan menganalisa pel aksanaan
penyidikan kasus pencemaran lingkungan hidup dengan tersangka para karyawan Lapindo Brantas Inc dan
sub kontraktornya oleh Dit Reskrim Polda Jatim, terutama dalam penerapan kewenangan penghentian
penyidikan suatu perkara pidana.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian adalah menggunakan
studi kasus, yang merupakan studi empiris terhadap kasus lumpur lapindo. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan telaahan dokumen. Teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah Teori Ilmu Hukum, Konsep Kinerja,
Konsep Penegakan Hukum, Konsep Tindak Pidana, Konsep Penyidikan, Konsep Penghentian Penyidikan,
serta Konsep Legalitas dan Legitimasi. Lokas penelitian adalah di Dit Reskrim Polda Jatim dan lokasi
semburan lumpur lapindo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus lumpur lapindo oleh Dit Reskrim Polda Jatim
sudah dilaksanakan secara maksimal. Penyidik yakin bahwa unsur-unsur pasal sudah terpenuhi namun jaksa
menganggap belum cukup unsur pasal, kemudian petunjuk jaksa kepada penyidik tidak bisa dipenuhi oleh
penyidik, ditambah dengan adanya putusan inkracht dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang
menyatakan bahwa semburan lumpur lapindo adalah akibat bencana alam dan bukan karena faktor
kesalahan manusia, maka demi adanya kepastian hukum kasus lumpur lapindo dihentikan dengan SP3 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Reskrim Polda Jatim. Penyidikan kasus lumpur lapindo dipengaruhi oleh faktor
hukum yang ditafsirkan berbeda antara penyidik dan jaksa, faktor kemampuan penyidik, faktor sarana atau
fasilitas pendukung yang masih sangat kurang, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

Penyidikan kasus lumpur lapindo oleh penyidik Direktorat Reskrim Polda Jatim sudah maksimal,
pertimbangan penghentian penyidikan dengan SP3 sudah tepat demi adanya kepastian hukum dan telah
memenuhi aspek i'egalitas namun aspek legitimasi belum terpenuhi. Saran dui penulis agar dilaksanakan
pelatihan penyidikan tindak pidana tertentu, pengadaan sarana atau fasilitas pendukung dalam penyidikan
kasus tindak pidanatertentu, dan adanya sinergitas antar CJS agar tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum.
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